
 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR 15 TAHUN 2012 

TENTANG 

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TEMANGGUNG, 

 

Menimbang   :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157, huruf a 
angka 4 maka lain-lain pendapatan asli daerah yang sah perlu 
diatur dengan Peraturan Daerah; 

b. bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan 
salah satu sumber pendapatan asli daerah, guna membiayai 
pelaksanaan pemerintahan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-
Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 

 

Mengingat   :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209);  

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4286);  

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

 

 



 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);  

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4528); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

 

 

 

 



 

17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Penundaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7); 

 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

dan 

BUPATI TEMANGGUNG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI 
DAERAH YANG SAH 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 

4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
Kabupaten Temanggung. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. 

6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
Bendahara Umum Daerah Kabupaten Temanggung. 

7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang milik 
Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah. 

8. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya 
disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil 
pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan 
kekayaan Daerah yang dipisahkan. 

 

 



 

9. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai 
Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh 
Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. 

10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS 
adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 
wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap 
penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang 
memuat ketentuan pidana. 

 
BAB II 
LLPADS 
Pasal 2 

 

(1) LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, di luar hasil Pajak 
Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan; 

(2) LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:   

a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; 
b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah 

yang tidak dipisahkan; 

c. jasa giro; 
d. pendapatan bunga; 
e. tuntutan ganti rugi; 
f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing; 

g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 
Daerah; 

h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

i.  pendapatan denda pajak; 
j.  pendapatan denda retribusi; 
k. pendapatan dari pengembalian atas belanja Daerah yang 

melampaui batas waktu pengembalian sebagaimana diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

l.  fasilitas sosial dan fasilitas umum; 

m. pendapatan dari penyelengaraan pendidikan dan pelatihan;  
n. sumbangan dari pihak lain; 

o. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;  

p. bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak Daerah dan/atau 
menambah kekayaan Daerah; dan 

q. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah. 

 

Pasal 3 

 

(1) Bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak Daerah dan/atau 
menambah kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf p, yang tidak diatur dengan Peraturan Daerah 
dapat diakui sebagai LLPADS. 

 

 



 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 
dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun anggaran. 

(3) Peraturan Daerah tentang pendapatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) 
tahun sejak pendapatan bersangkutan diterima oleh Daerah 
harus sudah ditetapkan. 

 
BAB III 

PENGANGGARAN 
Pasal 4 

 

(1) LLPADS yang bersifat tetap dan/atau tidak tetap dianggarkan 
pada SKPKD atau SKPD pemungut. 

(2) Penganggaran LLPADS yang tidak dapat diduga dan timbul pada 
tahun berkenaan bersifat estimasi atau cadangan. 

(3) Realisasi LLPADS yang belum teranggarkan, diakuntansikan 
pada SKPKD. 

 
BAB IV 

PENGELOLAAN LLPADS 
Pasal 5 

 

(1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Daerah: 

a. menetapkan bentuk-bentuk LLPADS pada setiap awal tahun 
anggaran; dan 

b. menetapkan besaran penerimaan atas bentuk-bentuk LLPADS. 

(2) Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pengelolaan 
LLPADS, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB V 

PENERIMAAN DAN PENYETORAN 
Pasal 6 

 

(1) Penerimaan LLPADS dapat melalui Bendahara Penerimaan pada 
masing-masing SKPD atau langsung ke Kas Umum Daerah. 

(2) Penerimaan LLPADS yang melalui Bendahara Penerimaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor seluruhnya ke 
rekening Kas Umum Daerah.  

(3) Penyetoran LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kas 
Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam. 

(4) Pengecualian penyetoran LLPADS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.  

 
BAB VI 

PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI 
Pasal 7 

 

(1) Kepala SKPKD melaksanakan penatausahaan pengelolaan 
LLPADS serta penerimaan dan penyimpanan uang daerah yang 
bersumber dari LLPADS. 

 


